KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 518/Kep.357-Huk/2013

TENTANG
PENETAPAN UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERAS] DAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH KABUPATEN TANGERANG PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN TANGERANG UNTUK MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
‘ KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN STATUS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c
dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pengelola
Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah
(UPDB-KUMKM) yang dikelola oleh SKPD atau Unit Kerja
bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan
Dana Bergulir Koperasi dan UMKM diselenggarakan
berdasarkan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Usulan
Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD) Unit Pengelola Dana Bergulir
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UPDB-
KUMKM) Kabupaten Tangerang Nomor
518/001/BA/UPDB-KUMKM /2013 tanggal 21 Juni 2013,
Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM
Kabupaten Tangerang dapat menerapkan PPK-BLUD
dengan status BLUD Penuh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b, maka Penetapan Unit Pengelola

o Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah
\ Kabupaten Tangerang Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang Untuk

Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum Daerah Dengan Status Badan Layanan Umum

Daerah Peniuh perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950);



P

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3790);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

10. Undang.....
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5253);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5355);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang
Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4609);

19. Peraturan.....
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4212);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Tangerang ( Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang
Nomor Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 0810);

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 36 Tahun 2012
tentang Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil Menengah (UPDB-KUMKM): Kabupaten
Tangerang.

MEMUTUSKAN:

Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro
Kecil Menengah Kabupaten Tangerang pada Dinas
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten
Tangerang Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah Dengan Status Badan
Layanan Umum Daerah Penuh
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KEDUA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 8 Juli 2013
BUPATI TANGERANG,

r~

A. ZAKI ISKANDAR

TEMBUSAN :
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang;
2. Inspektur Kabupaten Tangerang.



